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Pendahuluan
v Perubahan-perubahan sosial yang
dihadapi umat Islam pada periode moddem

telahmengundang sejumlahmasalahserius -

berkaitan dengan hukum Islam, tetapi
metode yang dikembangkan para
pembaharu dalam menjawab permasalahan
tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam
penelitian mengenai pembaharuan hukum
Islam di duniaIslam, AndersondanJohnL.
Esposito! berkesimpulan bahwa metode
-yang umumnya dikembangkan oleh
pembaharu Islam dalam menangani isu-isu
" hukum masih bertumpu pada pendekatan
yang adhocdan fragmented (terpilah-pilah)
. dengan mengekploitasi prinsip takhayyur
(sesuatu metode yurispridensi yang karena
dalam suatu situasi spesifik dibolehkan
meninggalkan mazhab hukumnya untuk
mengikuti - mazhab lainnya) serta talfiq
(metode mengkombinasikan berbagai
pandangan berbagai mazhab. untuk
membentuk peraturan tunggal), Penerapan
kedua metode yang' diekploitasi-ini, tentu

H

saja menghas:lkan pranata-pranata hukum
yang serampangan, arbriter dan self con-
tradictory. .
Memungutfragment-fragmentoplm _
masa lampau yang terisolasi tanpa
mempertimbangkan akar kesejarahannya
kemudian menyusunnya ke dalam jenis
mosaik yang semena-mena dengan
menyeludupkan di bawah permukaannya
berbagai'strukturatau 1nk0n513ten31nya jelas
merupakanusaha pembaharu yang artifical
dan tidak realistis.? Bahkan, sebagaimana
diungkapkan oleh Anderson,
kecenderungan semacam itu menunjukkan
aplikasi doktrin taqlid yang ekstrim.?
Itulah  sebabnya  Schacht
menegaskan: Yurisprudensilegislasi Islam
kaum modemis (pembaharu), agar dapat

- bersifat logis dan permanen, tengah

membutuhkan basis teoritis yanglebih tegas
dankonsisten ADengankatalain, memmjam

ungkapan Esposito kebufuhan mendesak

para pembaharu Islam sekarang ini jika

mereka menghasilkan Hukum Islam yang
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komprehensif dan berkembang secara
konsisten adalah merumuskan suatu
.metodologi sistematis yang mempunyai
akar Islam yang kokoh.’

- . Formulasi Awal Metodologl Hukum Is-
lam -

Krisis pemikiran hukum Isldm pada
periode modern, yang sebagiannya berakar
dalam sejarah keagamaan Isiam, dan
sebagiannya lagi dikarenakan tantangan
modemitas, dapat disembuh dengan suatu
metodologi yang sistematis dan
'komprehensif sehagaimana akan ditelusuri
pada uraian berikut ini. ' ]

Perumusan metodologi Hukum Is-
lam yang sistematis dan komprehen51f
hendakiah berpangkal tolak dari perumusan
meétodologi tafsir Al-Qur'an terutama ayat-
ayat hukum dengan pendekatan historis-
kronologis, guna merekonstniksi ideal-
moral, yang ditujukitabsucitersebutdengan
bantuan hadits sebagai bagian organisnya.
Pemahaman Al-Qur'an secara utuh dengan
berpijak padaprinsiptafsirklasik, Al-Qur'an
yufassiru ba'dhuhu ba'dha serta pentingnya
memperhatikan kondisi kekinidn dalam
upaya penerapan ideal moral ajaran Al-
Qur'an. Dalam kaitan ini juga penting
memahami kondisi aktual masyarakat Arab
pra Islam dan masa Nabi dalam rangka
menafsirkan pemyataan pemyataan legal
dansosio-ekonomik Al-Qur'an. Pendekatan
historis ini adalah sebagai satu-satunyacara
yang dapatditerima dan berlaku adilkepada
tuntutan intelektual -ataupun integritas
moral, hanya dengan cara semacam inilah
Suatu apresiasi sejati terhadap tujuan-tujuan
Al-Qur'an dan hadis dapat dicapai.’

Aplikasi pendekatan kesejarahan di -

atas, tentu sajamenimbulkan problem serius
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dengan hakikat keabadian Al-Qur'an
sebagaikalam Allah, penekanan pentingnya
perbedaan antara ideal moral yang dituju
Al-Qur'an dari ketentuan legal spesifiknya.
Dalam kasus poligami dan perbudakan,
ideal moral yang dituju Al-Qur'an adalah
monogami dan emansipasi budak.
Sementara penerimaan Al-Quran secara
legal terhadap prantara-pranata tersebut
karena mustahil untuk menghapuskannya
dalam seketika, mengingat prantaraitu telah
berakar dalam struktur sosial Arab di masa
Nabi.! Hal ini jelas menunjukkan upaya
dalam memahami mjuan-tujuan Al-Qur'an
dan menerapkannya ke dalam konteks
kekinian yang konkrit. Bahkan
kebijaksanaan termasyhur khalifah Umar
bin Khaththab, seperti:

‘Tidak diterapkannya hukuman had .,

kasus pencurian pada waktu paceklik.
Begitu juga Umar merubah kebijaksanaan
Rasulullah dalam menghadapi persoalan
tanah di daerah yang baru ditaklukkan, Di
zamanNabi, tanah-tanah yang disitasebagai
akibat penaklukkan dibagikan kepada
prajurit Muslim yang ‘menaklukan. Oleh
sebab itu Umar tidak membagi-bagikan
tanah-tanah yang ditaklukan kepada tentara
muslim, tapi membiarkan tanahitu dikuasai
oleh penduduk aslinya (kasus.Irak dan
Mesir). Kebijaksanaan Umar ini bukanlah
tanpa mendapat tantangan dari sementara
sahabat, disamping banyak pula yang
mendukungnya Umar berpendapat bahwa
bila serdadu muslim dibiarkan tinggal di
tanah taklukannya, mereka akan berhenti
menjadi prajurit. Tapi alasan ‘yang. lebih
kuat adalah kepercayaan Umar yang tak
tergoyahkan pada prinsip keadilan sosio-
ekonomi. Sebab jika tanah-tanah it tetap
dibagikan pada sipenakluk, bagaimana
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nasib generasi mendatang dari daerah yang
dikuasai itu?, Untuk tindakannya yang
menyimpang itu, Umar mendapat tempat
berpijak pada ayat ‘Al-Quran dalam surat
Al-Hasyr ayat 7 dan 10.

Terhadap tindakan Umar yang jelas
menyimpang secara formal dari sunnah
Nabi dalam hal penting, ia melakukan ity

‘adalah untuk kepentingan pelaksanaan

intisari dari sunnah Nabi. Memang dalam

! sejarah sedikit orang yang mampu

melaksanakan sunnah Nabi secara begltu

- kreatif, efektif dan dinamis.

Tetapi ini adalah pilihan:pilihan dan
keputusan- keputusan dimana setiap
masyarakat '~ yang hidup Tharus
menghadapinya.® Umar adalah manusia
tanpa wahyu, tapi wahyu yang telah

* diturunkan kepada Nabi dltangkapnya

dengan fikirannya yang kreatif dan

_ intuisinya yang menembus. Kasus Umar

ini adalahuntuk meninjukkan bahwabetapa
suatu hukum dapat berubah secara formal
menghadapi perubahan sosial, tapi jiwa
dan ideal moral yang mendasari hukum
formal itu tetap bertahan tidak berubah.°
Di samping itu kasus Umar ini juga

. memberikan ilustrasi dan contoh yang

penting tentang penyimpangan dari hukum
Islam yang sudah mapan demi kepentingan
keadilan dan kesejahteraan sosial.!

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang -

dilakukan Umar bin Khaththab yang telah
dikemukakan itu merupakan argumen
bahwa generasi muslim awal telah
menafsirkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi
selaras dengan situasi kontemporemya,

- dengan berpegang teguh pada tujuan-

tujuannya atau prinsip-prinsip kedua

- sumbertersebut. Dengan mengutip contoh-
.. contoh di atas, kita sebenarnya telah

m'emasukiisal_ah satu kunci tentang hukum
Islam, dan bahwa suatu rekonstruksi total
masyarakat Islam pada abad ini hanyalah

-mungkin bila isi syari'ah yang merupakan

hasil ijtihad ditinjau kembali secara kritis

:dengan Al-Qur'an sebagai kriterium

terakhir.

Sehubungan dengan upaya
menemukan metodologi hukum Islam yang
komprehensif dan sistematis daiam kaitan
untuk menjawab tantangan modemitas
maka tiga langkah utama perlu dilakukan,
yaitu (1) pendekatan historis untuk
menemukan makna teks Al-Quran dalam
bentangan karir dan perjuangan nabi; (2)
pembedaan antara ketetapan legal dengan
sasaran dan tujuan Al-Qur'an; (3).
pemahaman dan penetapan sasaran Al-
Qur'an dengan mempertimbangkan secara

sepenuhnya latar sosiologisnya..

Sehubungan dengan langkah
pertama maka suatu pendekatan historis
yang senusdan_]ujurhamsdlgunakanunmk
menemukan makna teks Al-Quran. Aspek
metafisis ajaran Al-Qur'an mungkin tidak
menyediakan dirinya dengan mudah untuk
dikenakan tcrapl historis, tetapl baglan-
bagian’ sosmloglsnya pasti menyed:akan

- dirinya untuk. dikenakan terapi historis
tersebul, '

Pertama, Al-Qur'an harus dipelajari
dalam tatanan kronologisnya mengawali
dengan pemeriksaan terhadap bagian-
bagian wahyu paling awal akan meinberikan
suatu persepsi yang cukup akuratmengenai
dorongandasar gerakanIslam, sebagaimana
dibedakan dari ketetapan-ketetapan dan
pranata-pranata yang dibangun belakangan.
Dengan demikian sesecorang harus
mengikuti bentangan Al-Qur'an sepanjang
sejarah karir dan perjuangan Muhammad.
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Metode historis ini akan . banyak
menyelainatkan kita dari penafsiran-
penafsiran Al-Quran kalangan modemis
yang ekstravagandan artifisial.- Disamping
menetapkan makna rincian-rinciannya,
metode ini juga akan menunjukkan secara
jelas makna keseluruhan Al-Qur'an dalam
' Suatu cara yang sistematis dan kolieren.

Sedang tentang langkah .kedua,
perbedaan antara ketelapan legal dengan
sasaran dan"tujuan’ Al-Qur'an, Setelah
aplikasilangkah pertamadi atas, seseorang
telah siap untuk membedakan antara
ketetapan-ketetapan legal Al-Qur'an dan
sasaran-sasaran serta tujnannya. Karena Al-
Qur'anbiasanyamenjelaskan alasan-alasan
bagi pernyataan- pemyataan legal
spesifiknya®?

Sementara tentang langkah yang'

kektiga, adalah memz;hamx danmenetapkan
sasaran serta tujuan Al-Qur'an'dengan
memperhatikan latar  belakang

sosiologisnya, yaitu lingkungan dimana

Nabi bergerak dan bekerja. Hal ini akan
‘mengakhiri penafsiran-penafsiran Al-Qur-
an yang subyektif. Pendekatan ini akan
bermanfaat dan merupakan harapan satu-
satunya bagi suatu penafsiran Al-Quran
. yang berhasil dewasa ini.* .

Prosedur dan Prinsip Ijtlhad Hukumr

Islam ,
Rumusan awal metodologi, yang
telah dikemukakan itu dengan jelas
memperlihatkan bahwa prosedur
pendekatan yang ditawarkan lebih
difokiuskan pada penafsiran atau,

pemahaman, aspek hukum ‘atau sosial

ajaran-ajaran Al-Qur-an. Hal ini tampak
dalam pemyataannya bahwa kandungan
Syari‘ah mesti menjadi sasaran pemeriksaan
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vang segar dalam sinaran bukti Al-Qur-an,
dan bahwa aspek metafisis Al-Qur'an yang
menjadi esensi pendekatannya serta
penekanannya yang tegas pada perbedaan
antara sasaran-sasaran dan- tujuan-tujuan
Al-Qur'an (ideal moral) dari ketentuan le-
gal spesifiknya, yang merupakan matarantai
teraklurugalangkah yangtelah digariskan.
Selain dalam ketiga langkah di atas
pemmbangan terhadap konteks keklman
hendaklah menjadi perhatian, pula

: Dalam konteks ini, perlu diteliti
kembah tentang arti dan cakupan prinsip
maslahat (l_cepentmgan umum) serta upaya
dalam memberikan konseptuialisasi
kontemporer terhadap prinsip tersebut. |
Syaikh Akhmad Zaky Yamani, sangat

menakjubkan dalam orientasinya yang

liberal tentang konsep maslahat dan dalam
pemyataan-pemyataan yang sangatumum,
akan tetapi contoh-contoh yang
dikemukakannya dari perbendaharaan
hukum Islam klasik tidak memadai bagi
kandungan generalisasi yang dibuatnya.®
Pemyataan Yamani bahwa perbedaan
antara 'illah (alasan) dan hikmah (tujuan)
suatu hukum hanya bertalian dengan aspek
ibadah dan kasus-kasus sekuler, keduanya
yaitu ‘illah dan hikmah identik, tidak dapat
disepakati. Akan tetapi dalam bidang sosial
tidak terdapat perbedaan antara 'illah dan

" hikmah. Dalam titik ini, tidak dapat .

discpakati jika bidang sosial diistilahkan

- sebagai sekuler, karenaseseorang tentu saja

bisa menyatakan bahwa hukum Islam yang
diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah oleh
kalangan Hanafiah dan Syafi'iah, misalnya
sekulerselanjutnya, pembedaan antara'illah.
dan hikmah tidak dapat dipertahankan.'s
Berpijak pada tujuan terhadap
pandangan-padangan Yamani itulah perlu
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perumusan kembali metodologi untuk
 memperoleh prinsip-prinsip hukum Islam
dari Al-Qur'an dan sunnah, serta
menawarkan metodologi baru untuk
maksud tersebut. Mectodologi yang
dimaksud ini terdiri atas dua gerakan
pemikiran yuristik: Pertama, dari yang
khusus (partikular) kepada yang umum
{general); dan kedua, dari yang umum
~ kepada yang khusus. :
Sehubungan dengan gerakan
pemikiran yuristik pertama, melibatkan
pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-
Quran dan sunnah merupakan bagian
organisnya. Bidang sosial perintah-perintah
Al-Qur'ap memiliki suatu background
situasional, sebagaimana pewahyuan ‘Al-
Qur'ansendiri yang memiliki Iatar belakang
religio-sosial yang sangat konkrit dalam
politheisme dan disekuilibrium sosio
ekonomik masyarakat Makkah pada awal
Islam; perintah-perintah Al-Qur'anmuncul
tidak dalam Suatu kevakuman, tetapi selalu
turun sebagai solusi terhadap masalah-
masalah aktual, Latar belakang situasional
ini, yang disebut sebab-sebab pewahyuan
(sya'an nuzul) dirckam dalam tafsir-tafsir
Al-Quran. .
', Al-Quran  juga  biasanya
menyebutkan, baik secaraeksplisit maupun
implisit, alasan-alasan bagi suatu
pernyataanyang berisi prinsip-prinsipmoral
atau legal. Pemahaman terhadap alasan-

alasan ini adalah sangat penting bagi suatu_

pemahaman terhadap pemyataanlegal atau
kuasi-legal Al-Qur'an. Alasan-alasan ini
adalah hikmah yang merupakan esensi
ajaran Al-Qur'antentang masyarakat. Suatu
kajian mendalam terhadap sebab-sebab
pewahyuan akan menampakkankepadakita
untuk mengidentifikasi dan memahami

secara tepat bukan hanya tujuan-tujuan
tersebut, tetapi juga hubungan antara
pemyataan-pemyataan legal atau kuasi-
legal dan tujuan atau sasaran yang berjalin-

- kelindan dengannya yang harus dikandung

atau dipenuhi oleh pemnyataan tersebut.

Karena itu; berbagai tujuan dan
prinsip Al-Quran harus dipadukan untuk
menghasilkan suatu teori sosio-moral (yaitu
etik Al-Qur'an) yang padu dan
komprehensif, yang didasarkan secara tepat
pada Al-Qur'an dan rekannya sunnah.”

Sementara dalam gerakan pemikiran
yuristik kedua adalah metode berpikir dari
yangumum kepada yang khusus. Kumpulan
prinsip yang diperolehdari Al-Quranlewat
cara yang dicandera di atas (gerakan
pemikiran yuristik pertama), harus
diterapkan terhadap masyarakat muslim
dalam konteks dewasa ini. Sebagaimana
dengan latar belakang ajaran Al-Qur'an
yang harus dikaji untuk memperoleh
prinsip-prinsip umum Al-Qur'an, maka
situasi kontemporer jugaharus dikajiuntuk
diambil darinya prinsip-prinsip tentang
penerapan hukum terhadap situasi tersebut, -
jenis penelitian sosiologis terhadap situasi
kontemporer ini akan member indikasi
yang tepat tentang bagaimana prinsip-
prinsip yang diperoleh dari Al-Quran dan
sunnah harus ditubuhkan dalam legislasi
kontemporer.*

Dengan demikian, jelas bahwa
gerakan ganda yang ditawarkan di atas
lebih tertuju pada penafsiran hukum atau
ajaran sosial Al-Quran, sekalipun hal ini
harus bermwula dari penafsiran terhadap
aspek metafisis yang merupakan-ajaran awal
Al-Qur'an dan latar belakang bagi ajaran-
ajaran sosialnya. '

Proses penafsiran yang diajukan itu,
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sebagaimana dengan rumusan écbclumnya
yang telah dikemukakan, terdiri dari suatu
gerakan ganda, yaitu dari situasi sekarang
kemasa Al-Qur'an diturunkan, dan kembali
lagi ke masa kini. Proses gerakan ganda
tersebut, secara jelas dapat digambarkan
sebagai berikut :

Yang pertama dari dua gerakan,
terdiri dari dua langkah. Langkah pertama,
seseorang harus memahami arti dan makna
suatu pernyataan tertentu dengan
mempelajari situasi atau problem historis
dimana pemyataan tersebut merupakan
.Jawabannya. Tentu saja, sebelum
mempelajari teks-teks spesifik- dalam
sinaran situasi spesifiknya, suatu kajian
umum mengeénai situasi makro dalam
batasan-batasan masyarakat, agama, adat-

istiadat, prantara-pranata, bahkan tentang
kehidupan secara menyeluruh di Arabia
pada saat kehadiran Islam serta khususnya
di sekitar Makkah dengan tidak
mengenyampingkan peperangan-
peperangan. Persi-Bizantium harus
dilakukan,

Jadi langkah pertama dari gerakan *
pertama ini adalah upaya untuk memahami
Al-Quran secara utah maupun dalam
batasan-batasan spesifikasi yang
merupakan respon terhadap situasi-situasi
spesifik,

Langkah kedua, adalah
menggeneralisasikan -jawaban-jawaban
spesifik tersebut dan menyatakannya
sebagai ‘pernyataan-permyataan yang
memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umem
yang dapat didasarkan dariteks-teks spesifik
Al-Quran dalam sinaran latar belakang™
sosio-historis dan ratio legis yang sering
dinyatakan. Langkah pertama memahami
makna teks-teks spesifik Al-Quran itu
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sendiri menyiratkan arti langkah kedua dan
akan membawa kepadanya. Selama proses
ini, perhatian harus diarahkan kepada tujuan
ajaran Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan
sehingga setiap arti tertentu yang dipahami,
setiap hukum yang dinyatakan, serta setiap
tujuan yang dirumuskan akan koheren
dengan lainnya. Al-Qur'an sebagai
keseluruhanmendorong menanamkan suatu
sikap yang pasti terhadap kehidupan dan
benar-benar memiliki suatu pandangan
dunia yang konkrit dan ajarannya tidak
mengandung kontradiksi dalam tetapi
koheren secara keseluruhan.

Gerakan pertama dimulai dari hal-
hal spesifik dalam Al-Qur'an dan
sitematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-
nilai dan tujuan-tujuan jangka panjangnya,
sedang gerakankedua yang harus dilakukan
dari pandangan umum ini ke pandangan
spesifik yang harus diformulasikan dan
realisasikan sekarang. Maksudnya adalah
yang umum itu harus ditubuhkan kedalam
konteks sosio-histrois konkrit dewasa ini.
Sesungguhnyahalini membutuhkankajian
cermat terhadap situasi dewasa ini dan
analisis terhadap berbagai unsur
komponennya sehingga dapat menilai
situasi sekarang dan mengubahnya sejauh
yang diperlukan, serta mendeterminasi
prioritas-prioritas = baru untuk
mengimplementasikannilai-nilai AI-Quran
secara segar. Hingga taraf kita mampu
mencapai keduamoment gerakan ganda ini
dengan berhasil, maka perintah-perintah
Al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif
kembali.

Momentkeduaini jugaberperan akan
berperan sebagai pengoreksi hasil-hasil
moment pertama, yaitu hasil-hasil
pemahaman dan penafsiran. Karena jika
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' hasil-hasil pemahaman tersebut ternyata

gagaldalam aplikasinya di masakini, maka
tentunya telah terjadi kegagalan dalam
menilai situasi saat ini ataukegagalan dalam
memahami Al-Qur'an. Sebab tidak mungkin
sesuatu yang dapat dan secara aktual
direalisasikan dalam tatanan spesifik di
masalampau tidak bisa direalisasikan dalam
konteks kehidupan dewasa ini derigan
mempertimbangkan perbedaan hal-hal
spesifik dalam situasi saat ini dimana
(ungkapan) mempertimbangkan
perbedaan-perbedaan hat-hal spesifik dalam
situasi saat ini, meliputi pengubahan aturan-
aturan masa lampau selaras dengan situasi
yang telah berubah di masa kini asalkan
pengubahan ini tidak mengorbankan
prinsip-prinsip ini dan nilai yang dxperoleh
dari masa lampau dan pengubahan situasi
masa sekarang dimanaperlu hingga selaras
dengan prinsip-prinsip umum dan n1la1-
nilai tersebut.!?

Formulasi definitif metodologi
sistematis di atas-itulah apa yang disebut
prosedurijtihad, berdasarkan pada asimilasi
dan elaborasi secara sistematis pandangan
seorang yuris maliki yang bernama Al-

.Syatibi, tentang betapa mendesaknya

memahami Al-Qur'an sebagai ajaran yang
padu dan’ kohesif?® ke dalam gerakan
pertama rumusan metodologi sitematis di
atas. Dalam ‘kaitan ini benar apd yang
dikatakan Iqbal, bahwa dalam negara
impiannya itu, Islam' antara lain akan
memiliki kesempatan untuk memobilisasi
hukumnyaselaras dengansemangat aslinya
dan semangat zaman modem.

Rekonstruks: Metodologi Hukum Islam
Modern
‘Untuk merckonstruksi metodologi

'hukum Jdslam yang sistematis dan

komprehen51f dan mengoperasikannya, hal
yang mendesak untuk dirumuskan dalam
kaitan ini adalah: pertama -tama
memformulasikan tentang pandangan Al-
Qur'an terhadap dunia (weltanschauung). -
Weltanschauung ini akan menyangkut
tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan
Manusia dan alam, serta peranNya dalam
sejarah manusia dan masyarakat. Dengan
menjernihkan pemahaman mengenai
hakekat Tuhan, eksistensi manusia, atau
memungkinkan suatu analisis sistematis
terhadap ajaran-ajaran moral Al-Quran,
yang pada gilirannya akan menghasilkan
etika Al-Qur'an. Selanjutnya adalah
merumuskan hukum yang selaras dengan
kebutuhan-kebutuhan kdntemporer
berdasarkan etika tersebut.

Sehubungan dengan perumusan
pandangan dunia menurut Al-Qur'an, dan
upaya untuk membangunnyd, menurut
Fazlur Rahman belum pemah dilakukan
dalam sejarah Islam.* Dan ketiadaan .
wawasan yang padu tentangnya telah
membawa malapetaka hebat 'terhadap
gagasan rasional-filosofi.?* Sebab ia
memandang upayadi bidang ini merupakan’
suatu kebutuhan mutlak dan mendesak. |

Akan tetapi perlu ditekankan sckali
lagi bahwa pandangan dunia Al-Qur'an
terkait secara organis dengan etika Al-
Qur'an dan formulasi hukum. Hal ini
dikarenakan sebagaimanatelah disinggung
di atas, hanya dengan meénjernihkan
pengertiarn terhadap pandangan dunia Al-
Qur'an, barulah etika Al-Qur'an schagai
sumber formulasi hukum Islam
kontemporer dapat dibangun. Dengan kata
lain, etika Al-Qur'an memiliki basis nyata
dalam pandingan dunia tersebut.* Bahkan
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lebih jauhlagi, bagian-bagian metafisis Al-
Qur'an ini merupakan latar belakang bagi
elaborasi yang koheren atas pcsim -pesan
Al-Qur'an di bldang moral, sosxal dan lc-
gal®

Tugas kedua dalam operasi
metodologi hukum yang sistematis dan
komprehensif itu adalah penyusunan etika

Al-Quran yang sistematis. Sebagaimana ,

mengenai pandangan dunia Al-Qur'an
upaya penyusunan etika Al-Qur'an, baik
secara sistematis ataupun sebaliknya, oleh
kaum muslimin belum pernah dilakukan.2®

Padahal etika Al-Qur'an ini
merupakan esensi ajarankitab suci tersebut
dan merupakan mata rantai penghubung
yang penting antara teologi dan hukum.?
Memang benarbahiwa Al-Quran cenderung
mengkonkritkan hal-hal yang bersifat etis,
membungkus hal-hal yang umum ke dalam
perintah-perintah legal atau quasi-legal.
" Tetapi hal ini tepatnya merupakan pertanda
dari semangat moral Al-Qur'an bahwa ia
tidak hanya puas dengan proporsi-proporsi
"elis yang dapat digeneralisasi, tetapi
mendesak untuk menterjemahkannya ke
dalam paradigma-paradigma yang aktual.
Walaupun demikian, Al-Qur'an selalu
menjelaskan. tujuan-tujuan atau prinsip-

prinsip yang merupakan esensi hukum-

hukumnya.®
Akibat ketiadaan rumusan ctika Al-
Qur'an ini, teologi dan figh tidak pernah

terkait secara organis antara satu dengan |

lainnya dalam sejarah Islam.” Sckalipun

teologi mengaku sebagai pembela asumsi--

asumsi hukum dan menjustifikasi figh,
namun dalam kenyataannya ia tumbuh dan
berkembang demikian bebasnya-dari figh
dan terkadang berlawanan dengan dasar-
dasarnya yang asasi.*® Bahkan lebih jauh
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ketiadaan formulasi sistematis etika Al-
Quran dan ketegaran para fugaha dalam
berpegang secara harfiah pada ayat-ayat
individual, telah membuat hukum-hukum °
seringkali dirumuskan dari- ayat-ayat Al-
Quran yang tidak dimaksudkan sebagai
hukum. Contohnya adalah QS. XXXIII :
28-29. Ayat-ayat ini, jelas mengandung
pengertian moral bahwa isteri-isteri Nabi
seharusnya tidak menuntut harta benda
duniawi. Tetapi para fugaha mengartikan’

. ayat-ayat tersebut bahwa seorang laki-laki

sewaktu-waktu dapat memberi pilihan
kepada isterinya apakah akan tetap hidup
bersamanya atau bercerai darinya sebagai
suatu prosedurlegal 3 Dari kasus semacam
ini; jelaslah menunjukkan perlunya dan
segeranya penanganan nilai-nilai etika

- dalam Al-Qur'ansecaraterpisah, kemudian

merumuskan hukum berpijak pada etika
tersecbut dengan mempertlmbangkan
konteks kekinian.

Dalam hubungan ini, empat ilustrasi
berikut ini tentang giyas, poligami dan
perbudakan, serta konsumsi alkohol,
memperlihatkan bagaimana gerakan
pertama yang terdiri atas dua langkah,
sebagaimana dikemukakan di muka dapat
diaplikasikan. .

Schubungan dengan q:yas " bahwa
Al-Quran(QS.II: 178; IV :92) memperkuat
hukum pembunuhan yang telah berjalan

dalam masyarakat Arab pra-Islam. Solusi

spesifik AI-Qur'an ini memberi kebebasan
kepada keluarga. korban memilih antara
menuntutl balas (qiyas) atau meminta
sejumlah uang ganti rugi (diyat).

Di samping Al-Qur'an juga
menambahkan pengampunan atau pemberi
maaf dari keluarga korban yang dipandang
scbagai kebajikan bemnilai tinggi. Solusi-
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solusi Al-Qur'an ini memandang
pembunuhan sebagai kejahatan terhadap
keluarga, sehingga keluarga tersebut bisa
menuntut diyat. Tetapi ditempatlain, ketika
berbicara tentang pembunuhan yang
dilakukan oleh Qabil terhadap Habil
(keluarga putera Adam) Al- Qur an
menyatakan:

Untuk alasan-alasan inilah kami

tetapkan bagi Bani Tsrail bahwa barang

, siapa membunuh tanpa hak yaitu
membunuh seseorang yang tidak bersalah,
maka seakan-akan ia telah membunuh
seluruh manusia, dan barangsiapa
menyelamatkan kehidupan seseorang, maka
seolah-olahiatelah menyelamatkan seluruh
manusia. (QS. V:27dan 32). Ayat ini jelas
telah menjadikan pembunuhan suatu
kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan
terhadap kelbharga korban. Dengan
demikian, solusi Al-Qur'an dalam QS.'TI

178 dan VI : 12, harus dimasukkankebawah

prinsip yang memandang pembunuhan
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
2

Sementara poligami dalam QS.1v:

3, menjelaskan bahwa masalah ini muncul
dalam konteks gadis-gadis yatim. Di dalam
QS. V : 2, Al-Qur'an mengutuk
penyalahgunaan kekayaan anak-anak yatim
‘oleh para wali. Tema semacam ini telah
dikemukakan Al-Qur'an sejak di Makkah
(QS. VI : ,152; XVII : 34), dan lebih
ditekankanlagi pada periode Madinah (QS.
H : 220; IV : 2,6,10,127). Selain itu Al-
Qur'anmeényatakan bahwa agartidak terjadi
penyelewengan harta- gadis-gadis yatim,
para wali harus berlaku adil (QS. IV : 3),
penafsiran semacam ini, didukung oleh
keterangan (QS. IV : 127), yarig mungkin
turunlebih awal dari (QS.1V: 3). Ketentuan

untuk berlaku adil, sebagai syarat
berpoligami, kembali ditekankan (QS. 1V :
129)ini, denganmenegaskan bahwa adalah
mustahil untuk bérfaku adil diantara isteri-
iasteri.”® Jadi dalam kasus poligami ini,
klausa mengenai berlaku adil harus
mendapat perhatian dan ditetapkan
memiliki urgensi yanglebih mendasar dari
pada klausa spesifik yang mengizinkan
poligami. Tuntutan untuk berlaku adildan
wajar merupakan salah satu tuntutan dasar
keseluruhan ajaran Al-Qur'an.* Lebih jauh
lagi adalah, bahwa Al-Qur'an berkehendak
untuk memaksimalkan kebahagiaan hidup
keluarga, dan untuk tujuan ini dinyatakan
bahwa suatu perkawinan monogann secara
nomal adalah ideal.

Tetapi tujuan- tujuan 1deal—moral ini
harus berkompromi dengan kondisi aktual
masyarakat Arabpadaabadketujuh, dimana
poligami berakar dalam dantegar schingga
secara legal tidak bisa dicabut seketika
karena akan menghancurkan tujuan moral
itu sendiri.® Dantampaknyamemang beénar
bahwa kebolehan berpoligami adalah
bidanglegal, sedangkan sangsi-sangsi yang
diletakkan di atasnya adalah dalam bentuk
ideal moral yang masyarakat diharapkan
berorientasi ke arahnya, karen adalah

‘mustahil untuk menghilangkan poligamni

dalam seketika secara legal. . .

Sedang kasus perbudakan, juga
berjalan paralel dengan poligami. Secara
legal Al-Qur'an’ menerima institusi
perbudakan karena kemustahilan untuk
menghapuskan secara seketika.

Telap secara morali Al_Qur'an
menggalakkan pembebasan budak (QS. XC
r13; V89, LVIIL: 3; XX1V : 33).¥ Dengan
demikian, tjuan Al-Qur'an dalam kasus
perbudakan ini adalah agar perbudakan
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dihapuskan sama sekali.®

Ilustrasi terakhir adalah tentang
gerakan pertama di atas yaitu tentang
pelarangan konsumsi alkohol, dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Pada periode Makkah Al-Qur'an
menyebutkan alkohol sebagai salah satu
ciptaan Tuhan bersama-sama dengan susu
_ dan madu (XVI : 66-69). Ketika kaum

muslimin hijrah ke Madinah, kita diberi
kabar bahwa terdapat sekelompok orang -
Umar bin Khaththab-ada diantara mereka
yang menginginkan agar Al-Qur'an
melarang mengkonsumsikan alkohol.
- dalam (QS. II : 219). Setelah beberapa
waktu, ada-sebuah pesta diselenggarakan
di rumah salah seorang Anshar, beberapa
orang muslim mabuk. Ketika salah seorang
. dari pemimpin salat malam, ia keliru
.membaca Al-Qur'an. Ketika peristiwa ini
sampai kepada Nabi, maka turunlah (QS.
IV : 43) dan menurut Japoran lain, bahwa
diadakanpestalain sejenis, yangmanapada
peristiwa ini terjadi baku hantam, dikatakan
‘bahwa hldung Sa'ad bin Abi Waqgas patah
Peristiwa ini juga sampai kepada Nabi, dan
turunlah (QS, V : 90-91). .

Berpangkal tolak dari ayat tertentu-

alkohol pertama kali diumumkan sebagai
salah satu diantara rahmat Tuhan, yang
kemudianadapenyempitandisahkandalam
dua ayat berikutnya (QS. II: 219 dan IV :
43) dan akhirnya dideklarasikan sebagai
perbuatan setan dan kekejian.®

Keempat ilustrasi di atas, sekalipun
memberi penekanan berbeda-beda, tetapi

secara pasti dapatmemberi gambaran yang -

sangat jelas mengenai aplikasi gerakan
pertamametodologi hukum Islam sistematis
yang berpijak pada konteks situasional dan
koherensi Al-Qur'an.. Bahkan etika Al-
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Qur'an inilah yang harus dijadikan fondasi
bagi seluruh pemikiran hukum Islam.®

-, Apabila formulasi etika Al-Qur'an
telah tergarap selaras dengan langkah-
langkah yang telah dikemukakan itu, maka
tugas selanjutnya adalah menumbuhkan

-.etika Al-Qur'an tersebut ke dalam konteks

konkrit sosio-historis dewasa ini. Disini
gerakan kedua yang telah digariskan dalam
gerakan gandanya bekerja. Penumbuhan
ini sebagaimana telah disinggung, meliputi
modifikasi aturan-aturan lama selaras
dengan situasi kekinian asalkan tidak

_memperkosa prinsip-prinsip yang telah

disistematiskan ke dalam etika Al-Qur'an
sefta pengubahan hal-hal yang ada dalam
situasi- dewasa ini hingga selaras dengan
prinsip-prinsip  tersebut. Namun
sebelumnya, sntuam dewasa ini perlu dikaji
secara kritis, politik, sosw-kultur dan
sebagainya terlebih- dahulu demi
keberhasilan penubuhan etika Al-Qur'an
tersebut.4! o

Proses penubuhan tujuan-tujuan atau
prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah
perilaku aktual nabi dengan cara
mengadakan terobosan atirran-aturan lama/

‘atau’ mengubah sesuai situasi baru,

memerlukan formulasi metodologi yang
sistematis dan komprehensip. Penubuhan
ini akan mewujudkan maslahat
{kepentingan umum) yang terkait secara
organis dengan prinsip-prinsip yang telah
terumuskan dalam etika Al-Qur'an, serta
tidak lepas mengambang secara bebas dari
nilai-nilai religius.*

Selanjutnya .bahwa dalam proses
penubuhan itu, perbedaan-perbedaan
lingkungan regional dan kultural antara
negara-negara Istam memiliki hukum atau
pranata Islam yangberccorak lokal, selaras



Yusdani, Konﬁgurasi Hukum Islam Modern

dengan situasi dan kondisi negara itu.*?
Dengandemikiar Indonesia, misalnya, bisa
saja memiliki hukum Islam atau figh ala
Indonesia demikian. pula negara-negara
Islam lainnyaasal saja penubuhanke dalam
 bentuk hukum atau pranata lokal tersebut
didasarkan pada etika Al-Quran.

Penutup

Sebagai penutup dari uraian-uraian

terdahulu, maka dapatdikemukakan sebagai
"'berikut; *

Bahwa suatu rekonstruksi total
masyarakat Istam pada abad ini hanyalah
mungkin bila isi syari'ah yang merupakan
hasil ijtihad ditinjau kembali secara kritis
dengan Al-Qur'an sebagai furqan dan
kriterium terakhir.

Bahwa untuk menjurus kearah itu,
pandangan dunia dan etik Al-Qur'andirasa
perlu untuk segera dirumuskan. '

Bahwa pandangan dunia dan etik
Al-Qur'an itulah yang diharapkan untuk
dijadikan fondasi bagi seluruh pemikiran
hukum Islam dan sebagai dasar teori tata
sosio-politik umat dalam- rangka
membangun suatu dunia yang bermoral.
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